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PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI 
KHUSUS TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN 
DAMPAKNYA TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL 




Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi 
umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan 
pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap alokasi belanja modal serta kemandirian keuangan terhadap 
alokasi belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.  
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data Laporan Realisasi 
APBD tahun 2014-2015 Provinsi Jawa Tengah yang diperoleh dari website resmi 
www.djpk.depkeu.go.id. Populasi dan sampel yang dipakai pada penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di 
Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 Kabupaten/Kota dengan rentang waktu dari tahun 2014-2015. 
Alat analisis yang digunakan meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas, uji 
heteroskedastisitas, analisis jalur (path analysis), koefisien determinasi (Adjusted R2), uji F, dan uji t. 
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan PAD dan DAU berpengaruh terhadap 
kemandirian keuangan, sedangkan DAK tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan. PAD 
berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, sedangkan DAU dan DAK tidak berpengaruh terhadap 
alokasi belanja modal. Kemandirian keuangan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Uji F 
menunjukkan bahwa PAD, DAU, DAK dan kemandirian keuangan berpengaruh secara bersama-sama 
(simultan) terhadap alokasi belanja modal. Uji koefisien determinasi Adjusted R2 menunjukkan alokasi 
belanja modal dipengaruhi oleh PAD, DAU, DAK dan kemandirian keuangan sebesar 72,6%, dan model 
tersebut telah lolos dari hasil asumsi klasik. 
Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Kemandirian 




This research aim to analyse influence of local genuine revenues (PAD), public allocation fund 
(DAU) and special allocation fund (DAK) to local monetary independence storey and influence of PAD, 
DAU and DAK to capital expense allocation and also monetary independence to capital expense 
allocation at Government of Regency/Municipality in the Province of Central Java. 
This research used quantitative method by using report data realize APBD year 2014-2015 
obtained Province of Central Java of formal website www.djpk.depkeu.go.id. Population and of sampel 
weared at this research are Regency/Municipality in Province of Central Java amounting to 35 
Regency/Municipality spanned time of year 2014-2015. The data analyses used include test of normality, 
test autocorelation, test multicolinearity, test heteroskidastity, path analysis, coefficient of determinacy 
(Adjusted R2), test of F, and test of t. 
Pursuant to result of data analysis can be concluded that PAD and of DAU have an effect on to 
monetary independence, while DAK do not have an effect on to monetary independence. PAD have an 
effect on to capital expense allocation, while DAU and of DAK do not have an effect on to capital expense 
allocation. Monetary independence have an effect on to capital expense allocation. Test of F indicate that 
PAD, DAU, DAK and monetary independence have an effect on together (simultaneous) to capital 
expense allocation. Coefficient of determinacy test of Adjusted R2 showing the capital expense allocation 
influenced by PAD, DAU, DAK and monetary independence equal to 72,6%, and the model have got 
away from result of classical assumption. 
Keyword: Local Genuine Revenues, Public Allocation Fund, Special Allocation Fund, Monetary 





Dengan disahkannya UU Nomor 22 tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang tersebut mengatur penyelenggaraan 
pemerintahan yang mengutamakan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang memberikan ruang 
yang lebih besar kepada daerah untuk dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Dengan adanya hak 
otonomi tersebut, pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri dan mengurangi ketergantungan 
bantuan dari pemeritah pusat. (Imawan dan Wahyudin, 2014) 
Pemberlakuan Undang-undang otonomi daerah yakni UU No.32 Tahun 2004 dimaksudkan agar 
terciptanya kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah yang dimaksud adalah seberapa 
besar tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam hal pendanaan atau mendanai segala aktivitasnya 
(Hadi, 2010) dalam Imawan dan Wahyudin (2014). Tingkat kemampuan keuangan daerah dapat ditinjau 
salah satunya dari besar kecilnya penerimaan daerah khususnya pendapatan asli daerah dan retribusi. 
Realita yang terjadi di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, pemerintah daerah masih sangat bergantung pada 
bantuan pemerintah pusat meskipun memiliki PAD yang cukup besar. 
Kemandirian keuangan daerah ini merupakan salah satu tujuan dari otonomi daerah. Diadakannya 
otonomi daerah diharapkan masing-masing daerah dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan daerahnya 
masing-masing. Begitu pula dengan keuangan daerah tersebut, dengan adanya otonomi daerah diharapkan 
masing-masing daerah dapat mencapai suatu kemandirian keuangan. Kemandirian keuangan daerah dapat 
dilihat dari besarnya PAD yang diperoleh setiap Pemerintah kabupaten/ Pemerintah kota. Semakin besar 
PAD dibandingkan dengan bantuan yang diberikan pemerintah pusat maka pemerintah 
kabupaten/pemerintah kota tersebut dikatakan mandiri. Muliana (2008) dalam Ikasari (2015). 
PAD merupakan hal yang utama dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah. Sementara 
DAU dan DAK serta berbagai bentuk transfer lainnya dari pemerintah pusat hanya bersifat pendukung 
bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sehingga tingkat ketergantungan daerah 
terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan daerahnya semakin kecil. Dengan semakin kecilnya tingkat 
ketergantungan tersebut, maka suatu daerah dapat dikatakan mandiri. PAD itu sendiri merupakan hal 
yang utama dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu, perlu dilihat 
efektivitas PAD tersebut dengan membandingkan antara PAD dengan realisasi PAD. PAD inilah yang 
merupakan sumber pembiayaan yang benar-benar digali dari daerah itu sendiri sehingga dapat 
mencerminkan kondisi riil daerah. Jika struktur PAD sudah kuat, maka daerah tersebut memiliki 
kemampuan pembiayaan yang juga kuat. Untuk itu dibutuhkan suatu struktur industri yang mantap 
beserta objek pajak dan retribusi yang taat. Sementara DAU dan DAK serta berbagai bentuk transfer 
lainnya dari pemerintah pusat hanya bersifat pendukung bagi pelaksanaan pemerintahan dan 
pembangunan daerah. Sehingga tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dalam 
pembiayaan daerahnya semakin kecil. Dengan semakin kecilnya tingkat ketergantungan tersebut, maka 
suatu daerah dapat dikatakan mandiri. 
Sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi saat ini masih didominasi oleh 
bantuan dari Pemerintah Pusat baik dalam bentuk DAU, DAK dan bagi hasil. Secara rata-rata nasional, 
PAD hanya memberikan kontribusi 12-15% dari total penerimaan daerah, sedangkan kurang lebih 70% 
masih menggantungkan bantuan dari Pemerintah Pusat (Kemendagri). Halim (2001) dalam Saputra 
(2015) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) 
kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk 
menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai 
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus 
seminimal mungkin, agar PAD dapat menjadi sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah 
daerah menjadi lebih besar. 
Kemampuan daerah otonom melaksanakan otonomi keuangan secara penuh dalam periode pendek 
diragukan, baik sebagai akibat kapabilitas daerah otonom yang tidak dapat berubah begitu cepat maupun 
sistem keuangan, yaitu pemerintah pusat tidak mau kehilangan kendali atas pemerintah daerah. Kuncoro 
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(2002) dalam Saputra (2015) menjelaskan beberapa hal yang dapat menghambat keberhasilan pemerintah 
daerah melaksanakan otonomi, yaitu (1) dominannya transfer dan pusat, (2) kurang berperannya 
perusahaan daerah sebagai sumber PAD, (3) tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan, (4) 
kendati pajak daerah cukup beragam, hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan, (5) 
kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. 
PAD daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang rendah cenderung mengalami tekanan fiskal yang 
kuat (Adi, 2006) dalam Ariani dan Putri (2015). Rendahnya kapasitas ini mengindikasikan tingkat 
kemandirian keuangan daerah yang masih rendah. Sehingga dalam upaya peningkatan tingkat 
kemandirian keuangan daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan 
yang dimiliki dan salah satunya dengan memberikan proporsi belanja daerah yang lebih besar untuk 
sektor-sektor yang produktif.  Pergeseran komposisi belanja ini ditujukan untuk peningkatan investasi 
modal. Wong (2004) dalam Ariani dan Putri (2015) menemukan bahwa pembangunan infrastruktur 
industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah. Semakin tinggi tingkat investasi 
modal diharapkan mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan 
yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002) dalam Ariani dan Putri (2015). 
Namun terdapat kendala dalam implementasi otonomi daerah, yaitu adanya kesenjangan fiskal antar 
daerah. Untuk itu, pemerintah pusat memberikan bantuan (transfer) kepada pemerintah daerah, salah 
satunya dengan pemberian Dana Alokasi Umum (DAU). Realitas menunjukkan bahwa pemerintah daerah 
belum dapat sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat didalam mengatur rumah tanggga daerah, yang 
ditunjukkan dengan adanya ketergantungan yang lebih besar terhadap DAU dibandingkan PAD dalam 
mendanani belanja daerah. Dominannya peran transfer relatif terhadap PAD dalam membiayai belanja 
pemerintah daerah sebenarnya tidak memberikan panduan yang baik bagi pemerintahan terhadap aliran 
transfer itu sendiri (Rizky dan Suryo, 2009) dalam Ariani dan Putri (2015). 
Sarug dan Sagbas (2008) dalam Ariani dan Putri (2015) menemukan bahwa dana transfer dari 
pemerintah (intergovernmental transfer) dapat menjadi subtitusi ataupun dapat menjadi stimulus dalam 
belanja daerah. Apabila efek subtitusi ditemukan maka pemerintah daerah akan mengeluarkan 
pengeluaran yang lebih sedikit dibandingkan dengan dana transfer dari pemerintah pusat yang mereka 
terima yang dapat menyebabkan penurunan penerimaan pajak. Sebaliknya apabila efek stimulus yang 
ditemukan, diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan upaya pajak daerahnya. Akan tetapi 
pemberian DAU yang seharusnya menjadi stimulus peningkatan kemandirian daerah, justru direspon 
berbeda oleh daerah, daerah tidak menjadi lebih mandiri namun semakin bergantung pada pemerintah 
pusat (Adi, 2008) dalam Ariani dan Putri (2015). 
Berdasarkan pemikiran dan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut diatas, maka 
penulis mengambil judul “PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM 
DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH 
DAN DAMPAKNYA TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL (Studi Kasus Pada Pemerintah 
Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah)”. 
 
2. METODE PENELITIAN 
Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini berupa laporan realisasi APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa 
Tengah pada tahun 2014 dan 2015. Sampel yang digunakan berupa 35 Kabupaten/Kota di provinsi yang 
terpilih. Sampel terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota yang terdapat di provinsi Jawa Tengah. Adapun 
kriteria pemilihan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Laporan realisasi APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2014 dan 2015. 
2. Kabupaten/kota tersebut telah menerbitkan laporan keuangan pemerintah daerah untuk periode 2014 
dan 2015. 
Data dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang 
diperoleh secara tidak langsung dari sumber utama (kabupaten/kota) yang dijadikan objek penelitian. 
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Data yang digunakan bersumber pada Laporan Realisasi APBD tahun 2014 dan 2015 Provinsi Jawa 
Tengah yang diperoleh dari website resmi www.djpk.depkeu.go.id. 
Pengukuran Variabel dan Definisi Operasional 
1. Variabel dependen 
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kemandirian keuangan daerah.  Menurut Halim 
(2008:232) dalam Hasan (2015), kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah 
daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyakat 
yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang  diperlukan daerah. 
Adapun tujuan kemandirian daerah ini mencerminkan suatu bentuk pemerintahan daerah apakah 
dapat menjalankaan tugasnya dengan baik atau tidak. Menurut (Halim, 2002) dalam Hasan (2015) 
Rasio kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak  dan 
retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan. Dengan semakin kecilnya tingkat 
ketergantungan tersebut, maka suatu daerah dapat dikatakan mandiri. Menurut Halim (2008:232), 
rumus Rasio kemandirian adalah:   
Rasio Kemandirian =   
             
                               
               
                               
2. Variabel Intervening 
Variabel intervening dalam penelitian ini adalah alokasi belanja modal. Menurut (Sudarwadi, 2015) 
belanja Modal yaitu semua pengeluaran daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan 
akan menambah aset atau kekayaan daerah. Variabel ini diukur melalui besarnya realisasi belanja 
modal daerah kabupaten/kota pada setiap tahun anggaran.  
3. Variabel independen 
Variabel independen yang digunakan terdiri dari: 
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli 
daerah, yang diukur melalui besarnya realisasi PAD kabupaten/kota pada setiap tahun anggaran 
(Sudarwadi, 2015) 
b. Dana Alokasi Umum 
Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan 
pemerataan kemampuankeuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka 
pelaksanaan desentralisasi. Variabel ini diukur melalui besarnya DAU yang diperoleh daerah 
kabupaten/kota pada setiap tahun anggaran (Sudarwadi, 2015) 
c. Dana Alokasi Khusus (DAK) 
Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah 
tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan 
daerah dan sesuai dengan proritas nasional, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana 
dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.Variabel ini diukur melalui besarnya DAK yang 
diperoleh daerah kabupaten/kota pada setiap tahun anggaran (Sudarwadi, 2015) 
Metode Analisis 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (path analysis) 
merupakan perluasan dari analisis regresi linier berganda untuk menaksir hubungan kausalitas antar 
variabel (model casual) yang diolah dengan menggunakan program SPSS. Dalam analisis jalur terdapat 
suatu variabel yang berperan ganda yaitu sebagai variabel independen pada suatu hubungan lain (Suyana 
Utama, 2007). Demikian juga (Kerllinger, 2002) menyebutkan bahwa dengan menggunakan analisis jalur 
akan dapat dihitung pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel. Untuk menguji hipotesis 1 dan 
2 dengan menggunakan persamaan sebagai berikut: 
Y1 = α+ β1X1 + β2X2 + β3X3 +ε 
Untuk menguji hipotesis 3,4 dan 5 menggunakan persamaan sebagai berikut: 




Y   = Kemandirian Daerah 
Z    = Belanja Modal 
α1  = Konstanta 
β    = Koefisien Jalur 
X1  = Pendapatan Asli Daerah 
X2  = Dana Alokasi Umum 
X3  = Dana Alokasi Khusus 
ε     = error 
Koefisien Determinasi 
Uji koefisien determinasi  dilakukan untuk mengetahui tingkat ketepatan yang paling baik dalam 
analisis regresi, di mana hal ini ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi (R
2
 adjusted) antara nol 
dan satu atau 0 < R
2
  < 1. Jika R
2
 mendekati 1, ini menunjukkan bahwa variabel bebas secara bersama-
sama berpengaruh terhadap variabel terikat sehingga model yang digunakan dapat dikatakan baik. 
Sedangkan bila nilai R
2
 mendekati 0, berarti bahwa variabel bebas sama sekali tidak berpengaruh 
terhadap variabel terikat sehingga model yang digunakan semakin kurang tepat. 
Uji F 
Uji F menunjukkan apakah variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 
secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Sehingga dengan uji F dapat menjadi dasar dalam 
pengambilan kesimpulan mengenai ada atau tidaknya pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi 
umum dan dana alokasi khusus terhadap kemandirian keuangan daerah dan dampaknya terhadap alokasi 
belanja modal. Hipotesis nol diterima jika tingkat kemandirian keuangan daerah dan alokasi belanja 
modal tidak dipengaruhi secara bersama-sama oleh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana 
alokasi khusus. Hipotesis nol ditolak apabila salah satu atau beberapa parameter (β) tidak sama dengan 
nol.  
Uji t 
Untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara 
individual maka dilakukan pengujian dengan uji t.  Apabila tingkat signifikansi yang diperoleh (p-value) 
lebih kecil  dari 0,05 maka hipotesis alternatif dapat diterima atau variabel independen tersebut 
berpengaruh secara individu terhadap variabel dependennya. 
 
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Uji Analisis Jalur (path analysis) 
Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda, atau analisis jalur adalah 
penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kualitas antar variabel yang telah ditetapkan 
sebelumnya. Analisis jalur dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut: 





Pengaruh Tidak  
Langsung Melalui Z 
Pengaruh Total 
X1 Y 2,857E-5 - 2,857E-5 
X1 Z 0,963 -8721,44 -8720,47 
X2 Y -1,175E-5 - -1,175E-5 
X2 Z -0,040 362,2611 362,2211 
X3 Y -3,751E-5 - -3,751E-5 
X3 Z 1,055 -9554,64 -9553,58 
Y  Z -9056,528 - -9056,528 
Sumber: Data sekunder diolah, 2016 
Berdasarkan Tabel diatas mendiskripsikan bahwa pengeluaran pendapatan asli daerah, dana 
alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan. 
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Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan kemandirian keuangan berpengaruh 
signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan ringkasan koefisien jalur, maka dapat dibuat diagram 








Gambar Diagram Analisis Jalur (Path) 
Berdasarkan hasil pengujian uji analisis jalur (path analyses) pada tabel IV.8 dapat dijelaskan 
bahwa pengaruh tidak langsung pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan melalui belanja 
modal adalah -8721,44, sehingga pengaruh totalnya menjadi sebesar -8720,47. Pengaruh tidak langsung 
dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan melalui belanja modal adalah 362,2611, sehingga 
pengaruh totalnya menjadi sebesar 362,2211. Pengaruh tidak langsung dana alokasi khusus terhadap 
kemandirian keuangan melalui belanja modal adalah -9554,64, sehingga pengaruh totalnya menjadi 
sebesar -9553,58. 
Koefisien Determinasi 
Hasil analisis koefisien determinasi (adjusted R2) besarnya pengaruh pendapatan asli daerah, dana 
alokasi umum, dana alokasi khusus dan kemandirian keuangan terhadap belanja modal sebesar 0,726; hal 
ini berarti bahwa belanja modal dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana 
alokasi khusus dan kemandirian keuangan sebesar 43,4%, sedangkan sisanya sebesar 72,6% dipengaruhi 
oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. 
Uji F  
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara serentak atau bersama-sama diperoleh besarnya 
pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan kemandirian keuangan 
terhadap belanja modal dengan nilai Fhitung
 
sebesar 46,636 > nilai Ftabel sebesar 2,75 dengan nilai 
signifikan 0,000 < α = 0,05; hal ini berarti bahwa pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, 
dana alokasi khusus dan kemandirian keuangan berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap 




Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dengan Kemandirian Keuangan 
Hasil analisis data di atas, pendapatan asli daerah memiliki tingkat signifikansi < 0,05 yaitu 
sebesar 0,000. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif 
terhadap kemandirian keuangan. Hal ini membuktikan bahwa dengan meningkatnya pendapatan asli 
daerah maka akan mengakibatkan peningkatan kemandirian daerah. Hasil penelitian ini sesuai atau 
konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ainy, dkk (2013) yang membuktikan adanya 
pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. 
Pengaruh Dana Alokasi Umum dengan Kemandirian Daerah 
Hasil analisis data di atas, dana alokasi umum memiliki tingkat signifikansi < 0,05 yaitu sebesar 
















kemandirian keuangan. Hal ini membuktikan bahwa, jika dana alokasi umum bertambah atau meningkat 
maka akan mengurangi tingkat kemandirian keuangan daerah. Pemberian transfer pemerintah seperti 
DAU seharusnya hanya bersifat mendukung bagi pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah. 
Hasil penelitian ini sesuai atau konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muliana (2009), 
Ariani (2010) dan Ariani dan Putri (2015) yang membuktikan adanya pengaruh dana alokasi umum 
terhadap kemandirian keuangan daerah. 
Pengaruh Dana Alokasi Khusus dengan Kemandirian Daerah 
Hasil analisis data di atas, dana alokasi khusus memiliki tingkat signifikansi > 0,05 yaitu sebesar 
0,069. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap 
kemandirian keuangan. Hal ini membuktikan bahwa berarti seberapa besarpun dana alokasi khusus yang 
diterima oleh daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan. Karena pelaksanaan DAK 
diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pegadaan, peningkatan dan atau perbaikan sarana dan 
prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana 
fisik penunjang dan tidak termasuk penyertaan modal. Hasil penelitian ini sesuai atau konsisten dengan 
hasil penelitian yang dilakukan oleh Marizka (2013) dalam Ikasari (2015) yang membuktikan adanya 
pengaruh dana alokasi khusus terhadap kemandirian keuangan. 
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dengan Alokasi Belanja Modal 
Hasil analisis data di atas, pendapatan asli daerah memiliki tingkat signifikansi < 0,05 yaitu 
sebesar 0,000. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif 
terhadap alokasi belanja modal. Hal ini membuktikan bahwa semakin besar pendapatan asli daerah (PAD) 
yang dihasilkan suatu daerah maka pengeluaran pemerintah daerah terhadap belanja modal akan semakin 
besar pula sehingga aset yang dimiliki pemerintah daerah tersebut akan bertambah pula. Hasil penelitian 
ini sesuai atau konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Meianto, dkk (2014), Supriyani 
(2014) serta Novianto dan Hanafiah (2015) yang membuktikan adanya pengaruh pendapatan asli daerah 
terhadap alokasi belanja modal. 
Pengaruh Dana Alokasi Umum dengan Alokasi Belanja Modal 
Hasil analisis data di atas, dana alokasi umum memiliki tingkat signifikansi > 0,05 yaitu sebesar 
0,581. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap alokasi 
belanja modal. Hal ini membuktikan bahwa seberapa besarpun dana alokasi umum (DAU) yang diberikan 
oleh pemerintah pusat, tidak berpengaruh untuk alokasi belanja modal. Karena dana alokasi umum 
digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan non pegawai. Di samping itu, untuk pembangunan dan 
pertumbuhan ekonomi regional maupun nasional dan pembiayaan kebutuhan daerah. Hasil penelitian ini 
sesuai atau konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumartini dan Yasa (2014) yang 
membuktikan tidak adanya pengaruh dana alokasi umum terhadap alokasi belanja modal. 
Pengaruh Dana Alokasi Khusus dengan Alokasi Belanja Modal 
Hasil analisis data di atas, dana alokasi khusus memiliki tingkat signifikansi > 0,05 yaitu sebesar 
0,119. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap alokasi 
belanja modal. Hal ini membuktikan bahwa seberapa pun besarnya dana alokasi khusus tidak 
mempengaruhi besarnya alokasi belanja modal. Karena pelaksanaan DAK diarahkan pada kegiatan 
investasi pembangunan, pegadaan, peningkatan dan atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan 
masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang dan tidak 
termasuk penyertaan modal. Hasil penelitian ini sesuai atau konsisten dengan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Sudarwadi (2015) yang membuktikan tidak adanya pengaruh dana alokasi khusus terhadap 
alokasi belanja modal. 
Pengaruh Kemandirian Keuangan dengan Alokasi Belanja Modal 
Hasil analisis data di atas, kemandirian keuangan memiliki tingkat signifikansi < 0,05 yaitu 
sebesar 0,025. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kemandirian keuangan berpengaruh negatif 
terhadap alokasi belanja modal. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi rasio kemandirian 
mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama 
pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah. Jadi rasio kemandirian keuangan daerah tidak di alokasi 
kan untuk belanja modal tetapi untuk belanja operasi seperti belanja pegawai, belanja barang, subsidi, 
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hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan. Hasil penelitian ini sesuai atau konsisten dengan hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Imawan dan Wahyudin (2014) serta Ariani dan Putri (2015) yang 




Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan 
bahwa, PAD dan DAU berpengaruh terhadap kemandirian keuangan, sedangkan DAK tidak berpengaruh 
terhadap kemandirian keuangan. PAD berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, sedangkan DAU dan 
DAK tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Kemandirian keuangan berpengaruh terhadap 
alokasi belanja modal. 
Keterbatasan 
Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan bahan 
pertimbangan bagi peneliti berikutnya agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik lagi. 
Keterbatasan tersebut antara lain: (1) Ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian hanya 
mencangkup data dan kondisi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah secara statistik dan 
informasi tertulis tentang APBD pada tahun 2014–2015. (2) Penelitian ini hanya menggunakan 
beberapa variabel independen, sehingga hasil penelitian ini belum maksimal untuk menjelaskan 
variasi antara variabel independen terhadap variabel dependen. (3) Penelitian ini hanya 
menggunakan data sekunder laporan data laporan realisasi APBD yang datanya masih kurang 
lengkap dan sangat membatasi alur penelitian, sehingga hal ini menjadikan hasil penelitian tidak 
mewakili pembahasan yang benar-benar menjadi permasalahan dari kemandirian keuangan 
daerah dan alokasi belanja modal dan pada akhirnya tidak dapat digeneralisasikan menjadi suatu 
penelitian yang kredibel. 
Saran 
Beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya, adalah penelitian 
mendatang diharapkan dapat menggunakan ruang lingkup secara lebih luas agar diperoleh hasil penelitian 
yang lebih baik tidak hanya dengan data secara statistik dan informasi tertulis tentang APBD saja, namun 
bisa memberikan gambaran yang lebih riil tentang kemandirian keuangan daerah dan alokasi belanja 
modal dengan menggabungkan laporan rencana dan realisasi anggaran dari berbagai instansi terkait. 
Kemudian penelitian selanjutnya disarankan dapat menambah variabel independen lainnya dan juga 
variabel moderating sebagai bagian dari interaksi yang diduga mampu menjelaskan secara maksimal 
variasi terhadap variabel dependen serta diharapkan tidak hanya menggunakan data sekunder laporan data 
sensus terbaru dan termutakhirkan yang didapatkan dari BPS, tetapi juga melalui metode observasi atau 
pengamatan terhadap obyek secara langsung. 
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